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Abstrak

Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia sehingga memicu masyarakat untuk
melakukan hal apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Fenomena mengemis sudah
banyak dijumpai oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerahnya masing
masing. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah membuat Peraturan Daerah No 3
Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum untuk menangani pengemis dan gelandang di
wilayah Kabupaten Sukoharjo. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas
Peraturan darah No 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam menangani pengemis
dan gelandang di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan
adalah normatif empiris sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai sumber
pendukung dalam membantu penelitian ini. Hasil kajian menunjukan bahwa Peraturan
Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam menangani pengemis dan
gelandangan dinilai belum efektif karena Peraturan daerah tersebut belum ada
pembaharuan Perda, ketidakjelasan kewenangan antar instansi yaitu Satuan Polisi
Pamong Praja dan Dinas Sosial, saran dan prasarana yang belum memadai, dan masih
banyak ditemui pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang belum
tertangani dengan baik.
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Abstract

The increasing poverty rate in Indonesia has triggered people to do anything to meet their
living needs. The phenomenon of begging has been widely encountered by all Indonesian
people in their respective regions. The Sukoharjo Regency Government has issued
Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Public Order to deal with beggars and
vagrants in the Sukoharjo Regency area. This article aims to determine the effectiveness
of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Public Order in dealing with beggars
and vagrants in the Sukoharjo Regency area. The research method used is empirical
normative as the primary source and secondary data as supporting sources in assisting this
research. The results of the study indicate that Regional Regulation No. 3 of 2014
concerning Public Order in dealing with beggars and vagrants is considered ineffective
because the Regional Regulation has not been updated, the unclear authority between
agencies, namely the Civil Service Police Unit and the Social Service, inadequate
facilities and infrastructure, and the continued presence of beggars and vagrants in the
Sukoharjo Regency area that has not been handled properly.
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1.PENDAHULUAN
Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang pertama

disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, kekurangan kesempatan pendidikan dapat 1



menyebabkan kurangnya perkembangan intelektual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi

produktivitas (Umam & Furqon, 2024).

Faktor yang kedua, adanya Pemutusan Hubungan Kerja atau biasa yang kita kenal dengan PHK,
perusahaan akan melakukan PHK terhadap karyawannya atau pekerja, jika perusahaan tersebut
sedang mengalami kerugian yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik PHK massal yang terjadi di
Indonesia di tahun 2025, misalnya pada sektor industri tekstil mengalami peningkatan sebesar 1,5%
dari tahun-tahun sebelumnya (Harmen et al., 2025). Faktor yang ketiga, sulitnya masyarakat
Indonesia untuk mencari pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadikan

masyarakat banyak yang menganggur dan tidak bekerja.

Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia menduduki Presentase Penduduk
Miskin sebesar 8,47% pada bulan maret 2025, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,76%
pada bulan Februari 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Jika faktor-faktor kemiskinan diatas jika
tidak segera ditangani oleh Pemerintah, maka angka kemiskinan di Indonesia akan terus meningkat,
bahkan masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena demikian
didalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara oleh negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1945). Terkait masalah pengemis dan gelandangan memang seyogyanya menjadi tanggungjawab
penuh oleh pemerintah untuk dicarikan solusi yang komprehensif dan konkrit, agar permasalahan ini

tidak menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia (Erlambang, 2023).

Pemerintahan daerah seharusnya bisa membenahi daerah otonomnya dengan bijak, karena
Pemerintah pusat sudah mendelegasikan kekuasaannya kepada Pemerintah daerah berupa
kewenangannya yaitu menangani tugas dan urusan wajib seperti; Pelayanan administratif, Kebutuhan
dasar (pendidikan dan pekerjaan yang layak), dan Infrastruktur (Enggarani & Budiono, 2025). Dalam
hal ini jika pemerintah tidak segera memberikan solusi kepada masyarakat, maka bentuk protes kecil
masyarakat adalah melakukan kegiatan mengemisan atau meminta-minta dipinggir jalan, karena
dengan hal tersebut seseorang akan mendapatkan uang secara cuma-cuma dari belas kasihan orang,
sehingga para pengemis bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Fenomena mengemis sudah banyak
dijumpai oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Selain dari mengemis, masyarakat
yang tidak mempunyai pekerjaan mereka hanya menggelandang di pinggir jalan yang hal tersebut

dapat mempengaruhi tatanan kota.

Dalam Islam, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berusaha memenuhi
kebutuhan hidup dengan melakukan pekerjaan apapun tentunya pekerjaan yang halal dan dengan

sebaikbaiknya, disamping itu beliau mengajarkan untuk hidup sederhana walaupun dalam kaya



sekalipun (Muiz, 2020). Dari Hubsyi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

sallam bersabda,
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“Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan akan memakan
bara api.” (HR. Ahmad 4/165. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits ini shahih dilihat dari

jalur lain).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 Tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Gelandangan adalah orang orang yang hidup dalam
keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di
tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan
dari orang lain (Denisa Putri Rahmawan et al., 2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah

pengemis dan gelandangan.

Meskipun kebijakan tentang penanganan pengemis dan gelandangan telah dibuat, namun masih
banyak pengemis dan gelandangan yang masih banyak dijumpai di daerah perkotaan bahkan di setiap
daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah membuat
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang di dalam Perda tersebut tertuang
di dalam pasal 30 huruf a yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang: Menjadi pengemis dan

pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di jalan.

Dalam hal ini, Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam penanganan pengemis dan
gelandang adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo memiliki
kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan penertiban dan penanganan pengemis dan
gelandangan yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014. Satuan Polisi
Pamong Praja memiliki tanggung jawab dalam menegakkan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten
Sukoharjo. Dan Dinas Sosial yaitu salah satu dari kepentingan dinas yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dalam hal
penanganan pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini tindakan apa
saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam
penanganan pengemis dan gelandangan dan apakah Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 dalam pasal
30 sudah bisa dikatakan Efektif untuk menangani pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten

Sukoharjo.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah,
yaitu Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah terkait khususnya Satuan
Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan serta Bagaimana
efektivitas Pearturan daerah No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam penanganan pengemis
dan gelandangan.
2.METODE
Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus dan pendekatan konseptual. guna menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data
penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya bermuara
pada pemecahan masalah. Dalam hal ini menjelaskan Efektivitas Peraturan daerah No 3 Tahun 2014
tentang Ketertiban Umum dalam penanganan pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten
Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang
dijadikan sumber data utama penelitian (Rivaldi et al., 2023). Data yang dikumpulkan secara langsung
dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo, serta data dari studi kepustakaan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tindakan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan

Pengemis dan Gelandangan
3.1.1. Gambaran Umum Tentang Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo menempati posisi
strategis sebagai instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan
regulasi lokal. Eksistensi kelembagaan ini memiliki legitimasi hukum melalui
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Secara normatif, Pasal 1 angka 6 Perda No. 8 Tahun 2014 mendefinisikan Satpol
PP sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman masyarakat serta ketertiban umum, disertai
kewenangan penegakan Peraturan Daerah dan fungsi perlindungan masyarakat.
Implementasi operasional tugas pokok dan fungsi kelembagaan ini diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.



Visi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo mengemban konsep
"Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Tertib dan Tentram Disertai Iklim yang
Kondusif Didukung Aparat Polisi Pamong Praja yang Humanis, Tegas, dan

Profesional". Visi ini dioperasionalkan melalui tujuh misi strategis:

1) Optimalisasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.
2) Implementasi langkah-langkah preventif dan represif non-yustisial.
3) Pelaksanaan tindakan represif yustisial melalui Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS).
b. Dinas Social Kabupaten Sukoharjo

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo menempati posisi strategis sebagai instansi
pemerintah yang mengelola otonomi daerah dalam domain sosial. Berdasarkan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten,
konstruksi kelembagaan Dinas Sosial terstruktur dalam bentuk organisasi tipe A
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Struktur organisasi terdiri dari Sekretariat dan empat bidang utama:

1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2) Bidang Rehabilitasi Sosial

3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan

4) Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Tugas pokok dari Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah
di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
beralamatkan di Jl. Veteran No.61, Kutorejo, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah 57511, Indonesia.

3.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Pengemis dan Gelandangan

Jika dilihat dari grafik dibawah ini, data penertiban yang dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan bahwa jumlah pengemis dan
gelandangan yang berhasil diamankan bersifat fluktuatif dan tidak menunjukkan
penurunan yang signifikan. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor
eksternal, seperti momentum hari besar keagamaan, periode libur panjang, serta

penyelenggaraan acara acara penting seperti peringatan hari jadi Kabupaten Sukoharjo.



Berbagai momentum tersebut menjadi pemicu meningkatnya arus kedatangan individu
untuk melakukan aktivitas mengemis ke wilayah Kabupaten Sukoharjo. Apabila
kondisi ini tidak segera diantisipasi secara serius oleh Pemerintah Daerah,
dikhawatirkan akan terjadi akumulasi jumlah pengemis dan gelandangan yang masuk
ke wilayah tersebut. Pada akhirnya, situasi ini berimplikasi pada menurunnya tingkat

efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

GRAFIK JUMLAH PENGEMI5 DAN
GELANDANGAN KABUPATEN SUKOHARIO
TAHUN 2024-2025

e 2024-2025

Data faktor-faktor pendukung keberadaan pengemis dan gelandangan di
Kabupaten Sukoharjo diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil
wawancara dengan Bapak R. Lilek Dwi Purwito, S.E., M.S.I. (Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial, 10 Juni 2025) mengungkap beberapa penyebab mendasar, di

antaranya:

a. Pihak keluarga sengaja membuang orang tersebut dikarenakan beban
ekonomi yang sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Beban ekonomi merujuk pada biaya atau beban finansial yang harus
ditanggung oleh keluarga ataupun individu. Adapun faktor yang
mempengaruhi beban ekonomi adalah biaya hidup, biaya hidup yang tinggi
dapat mengakibatkan kemiskinan apabila keluarga atau individu tersebut
tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka dari hal tersebut apabila sebuah
keluarga yang dapat dikatakan kurang dalam penghasilannya dan
mempunyai anggota keluarga yang jumlahnya sangat banyak maka akan
membuang salah satu anggota keluargnya untuk dijadikan pengemis dan
gelandangan agar dapat mengurangi beban ekonomi.

b. Pihak keluarga sengaja menyuruh mengemis untuk mencukupi kebutuhan
keluarganya.

Kurangnya keterampilan disebabkan karena tidak memiliki pendidikan yang



bagus sehingga akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak, sehingga pihak keluarga akan menyuruh menjadi
pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian pengemisan dipilih
sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dianggap mudah
dilakukan dan tidak memerlukan banyak modal. Pendapatan dari
pengemisan yang relatif tidak banyak karena pendapatan tersebut bergantung
pada belas kasihan orang lain, tetapi jika hal tersebut dilakukan berulang kali
maka penghasilan akan dikatakan cukup banyak dan dapat memenuhi
kebutuhan hidup.

. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengakibatkan
adanya para pengemis dan gelandangan.

Lapangan pekerjaan adalah suatu tempat atau sektor yang menyediakan
pekerjaan untuk setiap individu dan mendapatkan penghasilan. Lapangan
pekerjaan sangat penting untuk setiap individu karena untuk memenuhi
kebutuhan hidup setiap individu dan meningkatkan kualitas hidup
(Meytriana et al., 2025). Jika individu tidak mendapatkan lapangan
pekerjaan akan menyebabkan pengangguran.

. Jika pengemis dan gelandangan berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo maka
hal tersebut diakibatkan oleh Pemerintah asalnya enggan untuk mengurusi
dan kemudian dibuang disekitar Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang cukup luas, ada beberapa
perusahaan besar yang berada di kabupaten tersebut, seperti PT Rayon
Utama Makmur (RUM), PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Dan Liris,
ada beberapa bangunan pusat perbelanjaan yang besar seperti Pakuwon Mall
dan The Park, ada juga beberapa bangunan penginapan yang sudah memiliki
standar yang berkualitas seperti penginapan Grand Mercure Solo Baru, The
Kahyangan dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa destinasi
pariwisatanya yang menarik seperti Gunung Sepikul, Batu Seribu dan lain
sebagainya.

Pemicu datangnya para pengemis dan gelandangan adalah karena
banyaknya orang-orang yang datang ke daerah Kabupaten Sukoharjo untuk
bekerja, berlibur maupun berwisata sehingga para pengemis akan
bergantung kepada orang-orang tersebut untuk meminta belas kasihan.

Selain dari hal tersebut pemicu hadirnya para pengemis dan gelandangan



adalah urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena
Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung dengan Kabupaten atau Kota
yang sebagian daerahnya masih bisa dikatakan daerah yang tertinggal
sehingga harus mencari mata pencaharian ke kota, dan mereka akan

berpindah tempat ke Kabupaten Sukoharjo.

3.1.3. Tindakan Instansi Pemerintah Daerah

a. Upaya atau Tindakan Penanganan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan temuan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Sriyanto, S.E., M.Si.

pada 5 Agustus 2025, teridentifikasi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sukoharjo memiliki struktur organisasi yang terbagi dalam empat bidang fungsional:

1)

2)

3)

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman (Tibum)

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki mandat utama
dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Satpol PP terkait perumusan kebijakan
teknis, koordinasi, pembinaan, penertiban, dan pengendalian kegiatan di domain
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kebijakan teknis dibuat oleh Satpol PP digunakan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kebijakan, membangun kepercayaan dan transparansi,
mendorong pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan good governance.
Kebijakan teknis ini dibuat untuk pengoordinasian, pembinaan, penertiban dan
pengendalian kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
agar program-program dari satpol pp bisa berjalan dengan lancar.

Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas berada di bawah
pimpinan seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Satpol PP dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan
pengembangan kapasitas.

Bidang perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas dilakukan
untuk menangani para pengemis dan gelandangan dalam hal meningkatkan skill
atau kemampuan bekerja, karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia
untuk para pengemis dan gelandangan yang belum mempunyai keahlian khusus.
Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah (Gakda)

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang

dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dalam



4)

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan penegakan hukum daerah.
Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan digunakan untuk

menangani pengemis dan gelandangan dalam melakukan tindak pidana, atau pada

saat pengemis sedang berkeliling untuk mencari belas kasihan dari orang,

kemudian pengemis tersebut mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar,

maka satpol pp harus bertindak tegas untuk menertibkan pengemis.

Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar)

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran, penyusunan standar operasional

prosedur, serta pelaksanaan koordinasi penanggulangan kebakaran baik di wilayah

Kabupaten Sukoharjo maupun dalam skala regional.

Dalam Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman (Tibum), yang dimana pada
bidang tersebut Satpol PP mempunyai tugas dalam penanganan pengemis dan
gelandangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sriyanto, S.E., M.Si selaku
Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketrentraman Masyarakat pada 5 Agustus 2025.
Beliau mengatakan peran Satpol PP dalam operasional penertiban pengemis dan
gelandanga, Satpol PP terbentuk menjadi 5 regu dan terdapat jadwal patroli sehari 5
kali, dan terdapat jadwal tertentu di setiap jamnya, Satpol PP akan melakukan patroli
pada lokasi yang bisa dikatakan rawan yaitu yang sering dijumpai banyak pengemis,
yaitu disekitar area Perbelanjaan The Park Solo baru, kemudian sekitar Rumah Sakit

DKR Sukoharjo, Kemudian area lampu merah Kartasura dan Grogol.

Dalam pembagian regu ini ada pada jam pagi, siang, dan malam. Dalam
melaksanakan tugas penanganan pengemis dan gelandang, Tim Satpol PP dibantu atau
berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan patroli bersama, dijelaskan oleh
Bapak Sriyanto, S.E., M.Si1 selaku Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketrentraman
Masyarakat, dari Dinas Sosial minimal 2-3 orang mengirimkan anggotanya untuk

melakukan patroli bersama Satpol PP.

Hasil wawancara dengan kepala bidang Ketertiban dan Ketentraman
Masyarakat, dalam melaksanakan patroli, kemudian Satpol PP menangkap pengemis
dan gelandangan kemudian oleh Satpol PP dibawa terlebih dahulu ke dalam kantor
Satpol PP untuk sebelumnya dibawa kerumah singgah, selanjutnya oleh Satpol PP
dimintai mengisi Surat Pernyataan yang didalamnya berisikan data NIK jika
mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian membuat Penyataan untuk tidak

melakukan kegiatan mengemis. Kemudian oleh Satpol PP ada yang dibawa kerumah



singgah ada pula hanya dilepas begitu saja tanpa pembinaan, dikarenakan Satpol PP
tidak berwewenang untuk menaruh ke dalam rumah singgah dan Satpol PP tidak
memiliki kewenangan dalam membuat sanksi yang jera kepada pengemis maupun

gelandangan.

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah
membuat  sebuah  website  yaitu  dengan nama  lapor.go.id  atau
laporgub.jatengprov.go.id. Website tersebut digunakan untuk melaporkan aduan jika
ditemukan pengenmis atau gelandangan yang masih ditemukan atau dijumpai
dibeberapa daerah oleh masyarakat sekitar yang melihat adanya pengemis atau
gelandangan yang masih bebas berkeliaran. Aduan tersebut akan langsung ditangani
oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo untuk merazia pengemis ataupun gelandangan

yang dapat mengganggu ketertiban umum di sekitar wilayah Kabupaten Sukoharjo.

b. Upaya atau Tindakan Penanganan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R.Lilek Dwi Purwito, S.E., M.SI. selaku
Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada 10 Juni 2025. Peran Dinsos dalam hal
penanganan pengemis dan gelandangan yaitu:

1) Dinas Sosial melakukan Assesment kepada para pengemis dan gelandangan, dari

hasil assesment tersebut akan di data dan dilihat latar belakang dari pengemis dan
gelandangan.
Pentingnya melakukan assesment yaitu mengidentifikasi kebutuhan, dinas sosial
dapat mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pengemis dan
gelandangan, adapun kelebihan dalam melakukan assesment dapat meningkatkan
efektivitas bantuan, mengurangi duplikasi layanan agar bantuan yang diberikan
tidak terjadi tumpang tindih dan meningkatkan kualitas hidup.

Jika melakukan assesment dengan baik dan benar, yaitu dengan cara
mennayakan seperti hal latar belakang, kebutuhan dan masalah yang sedang
dihadapi oleh dinas sosial maka data yang diperoleh akan akurat dan dapat
membantu dinas sosial untuk menangani pengemis dan gelandangan.

2) Dinas Sosial akan mengembalikan kepada keluarga karena menurut Dinas Sosial
pembinaan yang terbaik adalah kepada keluarga nya sendiri.

Setelah dilakukan assesment kepada para pengemis dan gelandangan, dinas sosial
akan mengembalikan kepada keluarganya. Jika pengemis dan gelandangan tersebut
masith mempunyai keluarga, kemudian keluarga diminta untuk mengawasi dan

memantau agar tidak terulang kembali kejadian pengemisan.



3) Dinas Sosial melakukan kegiatan Pembinaan kepada para pengemis dan
gelandangan melalui keluarganya. Para keluarga akan dibina dan disosialisasikan
tentang tidak bolehnya mengemis di sekitar wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Harapannya apabila pengemis dan gelandangan dikembalikan kepada keluarga,
maka kegiatan pengemisan di sekitar wilayah Kab. Sukoharjo dapat segera teratasi
dan berkurang jumlahnya, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar
dan tidak mengganggu tatanan kota.

4) Dinas Sosial mempunyai rumah singgah dan bekerja sama dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat Dukcapil. Setelah adanya
penyerahan dari Satpol PP ke Dinsos para pengemis dan gelandangan di data satu
persatu dengan mengecek identitas tersebut berasal. Setelah diketahui asal tempat
tinggalnya, Dinas Sosial akan langsung mengembalikan kepada keluarganya jika
pengemis dan gelandangan berasal dari Sukoharjo, jika pengemis dan gelandangan
berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo maka akan diletakkan dirumah singgah
untuk sementara untuk kemudian dihubungkan kepada keluarganya dan
dipulangkan kepada keluarganya.

5) Para pengemis dan gelandangan yang berjenis kelamin perempuan akan dititipkan
ke dalam Panti Wanodyatama yang beralamatkan di Surakarta. Di dalam panti
tersebut para pengemis dan gelandangan akan mendapatkan Pembinaan dan
Pelatihan dalam hal bekerja, dan diajarkan untuk tidak menggelandang dan
mengemis lagi.

6) Para pengemis dan gelandangan Laki-laki akan dikirimkan ke Panti Margowidodo
yang berada di Semarang, sama dengan pengemis dan gelandangan yang berjenis
kelamin perempuan mereka yang laki-laki akan mendapatkan pembinaan dan

pelatihan juga.

Pembinaan yang dilakukan dalam panti akan diajarkan tentang hal bekerja, yang
dimana jika mereka tidak diterima dalam bekerja di perusahaan karena sulitnya syarat
syarat, maka Dinas Sosial dan Dinas UMKM bekerja sama dalam hal ini untuk
memberi modal kepada mereka untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti

berjualan.

3.1.4. Kendala dan Tantangan
a. Kendala dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sriyanto, S.E., M.Si selaku Kepala



Bidang Ketertiban umum dan Ketrentraman Masyarakat pada 5 Agustus 2025
adapun kendala dan tantangan dalam penanganan pengemis dan gelandangan

adalah:

1) Dalam kendalanya disebutkan bahwa lokasi Kabupaten Sukoharjo yang sangat
luas yaitu terdiri dari 12 Kecamatan dan keterbatasan dalam jumlah personil
yang dimana jumlah personil Satpol PP sendiri terdiri dari 100 anggota dan 33
orang yang berada pada bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
Dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat ini juga tidak berfokus
dalam penanganan pengemis dan gelandangan, para anggota ini terpecah juga
dalam pembagian tugasnya untuk pengawalan dan penjagaan kegiatan Bupati
Sukoharjo.

2) Pada kegiatan razia atau saat sedang patroli pasti Satpol PP akan mendapatkan
penolakan dari pengemis dan gelandangan. Dari hal tersebut Satpol PP akan
mengalami emosi dan akan menjadikan kericuhan, yang dimana hal tersebut
akan menjadi viral dan Satpol PP akan dicap buruk oleh masyarakat. Maka dari
itu semboyan Satpol PP tetap harus ditegakkan dalam menjalankan tugasnya.

. Kendala dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Lilek Dwi Purwito, S.E., M.SI.

selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada 10 Juni 2025. Adapun kendala dan

tantangan dalam penanganan pengemis dan gelandangan adalah:

1) Kendala yang dialami oleh Dinas Sosial, yaitu berada dalam kepribadian pengemis
dan gelandangan yang dimana, dalam proses pembinaan Dinas Sosial Sudah
menekankan bahwa kegiatan mengemis itu sangat tidak diperbolehkan, akan tetapi
para pengemis ini tetap melakukan kegiatan mengemis karena hal tersebut sudah
menjadi lumrah dan sudah dianggap sebagai mata pencahrian sehari-hari. Hal
tersebut berkaitan dengan sifat kepribadian pengemis dan gelandangan yang sudah
terbiasa dengan hal tersebut.

2) Rumah singgah yang dinilai belum efektif untuk penanganan pengemis dan
gelandangan, ada beberapa sebab rumah singgah yang berada di Kab. Sukoharjo
dinilai belum efektiif, yaitu;

a. Kurangnya dana dalam pengoperasionalannya
Pemerintah Kab. Sukoharjo mengalokasikan sebagian dana nya untuk
pembangunan desa dan sebagian lagi dialokasikan kepada lembaga sosial

kemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan rumah singgah tidak mendapatkan



3.2.

dana untuk pengoperasiannya. Dan perangkat pemerintah Kab. Sukoharjo
yang belum memaksimalkan dalam pertanggungjawaban mengelola dana
operasional untuk rumah singgah.
b. Kurangnya kapasitas administrasi dan manajemen
Pengelolaan rumah singgah yang belum optimal dapat menyebabkan
keterhambatan dalam penanganan pengemis dan gelandangan. Kurangnya
transportasi dan fasilitas umum yang digunakan untuk penanganan
pengemis dan gelandangan juga dapat mempengaruhi efektifnya dari rumah
singgah.
¢. Minimnya pengawasan dan transparansi
Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan rumah singgah
dapat menyebabkan penyalahgunaan dana oleh tenaga kerja yang tidak
bertanggungjawab sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kurang efektif
nya rumah singgah.
d. Keterbatasan sumber daya manusia
Kurang nya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dalam
mengelola rumah singgah dapat menyebabkan kualitas layanan yang
diberikan kurang maksimal. Sehingga kebanyakan rumah singgah yang
berada di Kab. Sukoharjo didirikan oleh pihak swasta yang mempunyai
kesadaran tentang peduli sosial.
Analisis Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Dalam Penanganan
Pengemis Dan Gelandangan
Sebagai landasan analisis, penelitian ini menerapkan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto
untuk mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Ketertiban Umum. Perda yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 2014 ini dinilai dengan tolok
ukur lima faktor penegakan hukum, sebagaimana dipaparkan Soekanto dalam bukunya, Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, sebagai parameter utama keberhasilannya.
Faktor-faktor tersebut meliputi;
3.2.1. Faktor Undang-Undang
Secara definisi, Undang-Undang merupakan peraturan yang bersifat umum dan mengikat,
yang dibentuk oleh otoritas pusat maupun daerah yang berwenang. Keberlakuan suatu
Undang-Undang didukung oleh sejumlah asas hukum, yang berfungsi untuk memastikan
efektivitas dan tercapainya tujuan dari regulasi tersebut. Asas-asas tersebut antara lain;

a. Undang-undang tidak berlaku surut



b. Undang-Undang yang dibuat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (Lex
Superiori derogat Legi Inferiori)

c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang

bersifat umum (Lex Specialis Derogat Legi Generalis)

d. Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang

berlaku terdahulu (Lex Posteriori Derogat Legi Priori)

e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat

f. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian
ataupun pembaharuan.

Peneliti akan mengkontraskan dengan salah satu asas yaitu Undang-Undang di
mana berdasarkan hasil analisis teridentifikasi ketidaksesuaian antara fungsi ideal undang
undang sebagai sarana peningkatan kesejahteraan spiritual dan materiel masyarakat
dengan efektivitas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa perda tersebut tidak lagi efektif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,
terutama pada kelompok pengemis dan gelandangan.

Berdasarkan analisis doktrinal, Peraturan Daerah ini hanya memberikan pelarangan
terhadap pengemis dan gelandangan tetapi tidak terdapat bagaimana cara untuk
menangani nya secara jelas.

Selain dari itu dalam Peraturan Daerah ini tidak disebutkan upaya yang harus
dilakukan oleh pemerintah daerah dan hanya menyebutkan kata “Pembinaan dan upaya
Pemulangan” yang terdapat didalam pasal 38, yang dimana hal tersebut membuat para
pengemis dan gelandang tidak akan patuh terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Poin berikutnya didalam Peraturan Daerah ini tidak terdapat pasal dalam pemberian
sanksi untuk pengemis dan gelandangan, hanya disebutkan sanksi administrasi. yang
dimana hal tersebut tidak akan membuat para pengemis dan gelandang jera dan akan
mengulangi perbuatan tersebut.

Penjelasan diatas sudah cukup jelas bahwasannya Peraturan Daerah No 3 Tahun
2014 harus segera direvisi dan dilakukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut meliputi
seperti dipisahkannya bab terkait tertib sosial, untuk dijadikan Peraturan daerah yang baru
agar para pengemis dan gelandangan tidak melakukan kegiatan mengemis dan
mengelandang yang akan berdampak buruk bagi Pemerintah Daerah.

Sehingga jika menurut pada faktor perundang-undangan Peraturan Daerah No 3

Tahun 2014 dinilai belum efektif digunakan dalam penanganan pengemis dan



3.2.2.

3.2.3.

gelandangan di wilayah Kab. Sukoharjo.

Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya
dilaksanakan oleh institusi-institusi yang diberi mandat untuk menerapkan undang-
undang. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mengidentifikasi
lembaga pelaksana penegak hukum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai
perangkat daerah yang bertugas menegakkan Perda, serta Dinas Sosial yang berperan
dalam pembinaan dan penanganan pengemis serta gelandangan.

Implementasi kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Surat Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 300/322/2017 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan
Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan. Namun,
berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial,
disimpulkan bahwa intervensi yang dilakukan masih terbatas pada upaya pemulangan dan
pembinaan keluarga, dengan syarat subjek masih memiliki keluarga.

Permasalahan mendasar terletak pada ketiadaan penjelasan spesifik dalam Perda
tersebut mengenai pembagian tugas antarinstansi. Hal ini berpotensi menimbulkan
disinkronisasi dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu,
apabila ditinjau dari faktor penegak hukum, Perda Nomor 3 Tahun 2014 dinilai belum
efektif dalam penanganan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Sukoharjo, mengingat
belum adanya kejelasan tugas dan kewenangan yang terintegrasi antarlembaga.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas dapat mencakup seperti tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dan memadai, peralatan yang
lengkap dan dapat digunakan dengan baik, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana
atau fasilitas apabila tidak dapat terpenuhi maka dapat mempengaruhi dalam penegakan
hukum karena sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam
penegakan hukum.

Peraturan Daerah ini tidak menjabarkan terkait saran dan prasarana yang akan
digunakan untuk penanganan pengemis dan gelandangan, tetapi saat melakukan
wawancara kepada instansi pemerintah daerah dapat diketahui beberapa sarana dan
prasaran yang digunakan untuk penanganan pengemis dan gelandangan. Dalam penelitian
ini menemukan banyak sarana dan fasilitas melalui wawancara untuk penanganan

pengemis dan gelandang yang belum begitu maksimal penggunaannya, berikut



penjelasannya:

Dalam wawancara dengan Bapak Sriyanto, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang
Ketertiban umum dan Ketrentraman Masyarakat pada 5 Agustus 2025, beliau menjelaskan
kurang nya kolaborasi dengan Instansi Pemerintah Daerah, kemudian keterbatasan biaya
operasional dalam penanganan pengemis dan gelandang apabila melibatkan Linmas,
kurang maksimalnya rumah singgah yang berada di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Lilieck Dwi Purwito, S.E., M.SI.
selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada 10 Juni
2025 mengatakan bahwasanya di Kabupaten Sukoharjo belum terdapat Panti untuk
penanganan pengemis dan gelandangan, hanya terdapat rumah singgah swasta yang
digunakan untuk ODGJ, maka hal tersebut belum maksimal dalam penanganan pengemis
dan gelandangan.

Ada beberapa rumah singgah Swasta yang berada di Kabupaten Sukoharjo yang
digunakan untuk penanganan pengemis dan gelandangan yaitu:

a. Yayasan Jati Abdulam Ministry, Alamat: DK Masan Rt.01, Rw.02, Desa Mojorejo,
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Digunakan untuk Panti ODGJ dan
Jenis untuk Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial dan Sudah Berbadan
Hukum.

b. Yayasan Rehabilitas Mental Sinai, Alamat: DK Kutu Rt.02 Rw.08, Desa Telukan
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Digunakan untuk Pelayanan Rehabilitasi
Sosial kepada Odgj dan ex Napza dalam panti, perlindungan sosial balita dan anak
terlantar dalam panti dan Jenis untuk Perlindungan Sosial dan sudah Berbadan
Hukum.

c. Yayasan Pintu Keselamatan, Alamat: Karangmojo Rt.01 Rw.01, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo, Digunakan untuk Pelayanan rehabilitasi sosial kepada ODGJ
dan lansia terlantar dalam panti. Dan Jenis Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan
Sosial, dan sudah Berbadan Hukum.

Jika dilihat dari rumah singgah atau beberapa yayasan yang berada di wilayah Kab.
Sukoharjo tersebut semua berfokus untuk ODGJ saja dan tidak ada untuk PGOT. Hal
tersebut bisa mempengaruhi efektivitas dari peraturan karena belum maksimalnya
pemerintah dalam mengoperasionalkan sarana dan prasarana untuk menangani
pengemis dan gelandangan di wilayah Kab. Sukoharjo.

Sehingga jika menurut pada faktor sarana dan prasarana Peraturan Daerah No 3

Tahun 2014 dinilai belum efektif digunakan dalam penanganan pengemis dan



3.24.

3.2.5.

gelandangan di wilayah Kab. Sukoharjo.

Faktor Masyarakat

Secara konseptual, penegakan hukum bersumber dari dan bertujuan menciptakan
kedamaian dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologis, partisipasi serta persepsi
masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum itu
sendiri. Masyarakat Indonesia memaknai hukum tidak hanya sebagai produk aturan
formal, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku yang dianggap patut
dalam kehidupan bersama.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas meminta
sumbangan (Pasal 29 Ayat 1) dan menjadi pengemis (Pasal 30 Huruf a) di berbagai ruang
publik. Namun, secara empiris, praktik mengemis masih sering ditemui di wilayah
Kabupaten Sukoharjo, termasuk pada kegiatan Car Free Day yang diselenggarakan secara
rutin. Di sisi lain, Perda ini tidak mengatur larangan atau memberikan himbauan kepada
masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan secara langsung kepada pengemis.
Ketiadaan aturan ini menciptakan celah dimana pemberian sumbangan masyarakat justru
dapat melanggengkan ketergantungan para pengemis.

Peraturan Daerah ini juga tidak menyebutkan larangan atau himbauan untuk
masyarakat agar tidak memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan, yang
dimana akan menjadikan pengemis akan terus bergantung kepada masyarakat. Sehingga
hal ini akan berpengaruh kepada masyarakat yang seharusnya dilarang memberi kepada
pengemis tetapi masyarakat tetap akan memberi kepada pengemis dengan dalih
mengasihaninya. Maka hal ini memicu ketidakefektifnya Peraturan Daerah No 3 Tahun
2014.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum pada hakikatnya merujuk pada sistem nilai yang mendasari
berlakunya suatu hukum, berupa konsepsi abstrak mengenai hal yang dianggap baik
(sehingga diikuti) dan hal yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Menurut Soerjono
Soekanto, meskipun erat kaitannya dengan faktor masyarakat, faktor kebudayaan sengaja
dibedakan untuk menekankan pada pembahasan sistem nilai-nilai sebagai inti dari
kebudayaan spiritual atau nonmateriil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Liliek Dwi Purwito, S.E., M.SL.
selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada 10 Juni
2025, para pengemis dan gelandangan sangat sulit untuk ditangani karena didalam

kepribadian mereka sulit untuk dikendalikan dalam hal kebiasaan mengemis dan



menggelandang yang dianggap sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari, bahkan hal
tersebut juga diajarkan kepada anak-anaknya yang artinya hal tersebut akan menjadi
kebiasaan yang buruk untuk generasi selanjutnya. Jika dinilai dari hasil wawancara
tersebut, mengemis dan mengelandang sudah dijadikan kebiasaan atau bisa dikatan
sebagai budaya mereka, yang dimana budaya ini dapat menciptakan nilai yang negatif
untuk diri mereka sendiri dan bahkan untuk Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal ini

memicu kurang efektifnya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014.

4.PENUTUP

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum merupakan
peraturaan yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Beradasarkan pengkontrasan dengan teori
efektivitas dengan kenyataan yang peneliti temukan dilapangan, dimana tidak adanya pembaharuan
perda ini yang jelas-jelas permasalahan pengemis dan gelandangan di wilayah Kab. Sukoharjo yang

belum tertangani dengan baik dan benar.
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